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Abstract 

 Accountability is an obligation to provide accountability or answer and explain the performance and 

actions of a legal entity or the head of an organization, to the party authorized to receive information or 

accountability. Corporate Social Responsibility is a company's commitment to contribute to sustainable economic 

development by taking into account corporate social responsibility and emphasizing on the balance between 

attention to economic, social and environmental aspects. This study aims to analyze and explain the Corporate 

Social Responsibility Accountability of PT Riau Investment Development (PIR) in Pematang Benteng Village, 

Batang Peranap District, Indragiri Hulu Regency. This type of research is descriptive qualitative. This research 

has ten indicators, namely Policies and Procedures, Reporting and Monitoring, Accountability and Delegation, 

Transparency and Openness, Performance Evaluation, Rewards and Consequences, Participation, Independent 

Supervision, Internal Control, Training and Awareness.  

keyword: Accountability, Corporate Social Responsibility. 

 
Abstrak 

 Menjawab dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan 

sautu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau pertanggungjawaban. 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai Akuntabilitas 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang 

Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe penelitian ini yaitu deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini memiliki sepuluh indikator, yaitu Kebijakan dan Prosedur, Pelaporan dan 

Pemantauan, Pertanggungjawaban dan Delegasi, Transparan dan Keterbukaan, Evaluasi Kinerja, 

Penghargaan dan Konsekuensi, Partisipasi, Pengawasan Independen, Pengendalian Internal, Pelatihan 

dan Kesadaran. Jenis dan teknik pengumpulan data yaitu terdiri dari wawancara, observasi, dan 

dokumetasi.  

Kata Kunci: Akuntabilitas, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 
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Pendahuluan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, pada pasal 9 berbunyi: 

1. Setiap perusahaan di Provinsi Riau wajib sebagai pelaksan Tanggung jawab sosial 

perusahaan. 

2. Perusahaan sebagimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perusahaan yang merugi, 

dan usaha kecil dan menengah. 

3. Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berstatus pusat dan/atau 

operasional perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Provinsi Riau. 

4. Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun 

milik negara, asing, dan/atau milik pemerintah daerah. 

Dalam hal ini perusahaan harus melaksanakan akuntabilitas terhadap program-

program yang telah direncanakannya dan bersifat wajib bagi perusahaan agar berdampak 

kepada masyarakat. Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau kewajiban 

untuk memberikan keterangan (justifikasi) atas aktivitas yang dilakukan seseorang terhadap 

orang lain sebagai jawabannya, akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua 

pihak, yang satu pihak adalah bertanggung jawab memberikan penjelasan atau justifikasi 

terhadap pihak yang lain sebagai pertanggungjawaban itu adalah haknya. 

Salah satu perusahaan yang telah menjalankan Tanggung jawab sosial perusahaan 

adalah PT. Pengambangan Investasi Riau (PIR). PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) 

merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batubara 

sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 17/IUP/545-02/XII/2012 tanggal 

21 Desember 2012. Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi dan Produksi 

dengan luas wilayah 1.750 hektar, dengan kode wilayah BB065-INHU. Nomor pesetujuan 

AMDAL 398 tahun 2012. Secara administratif wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi 

Produksi PT. Pengembangan Investasi Riau berada di wilayah Lubuk Banko Desa Pematang 

Benteng, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dimana PT. 

Pengembangan Investasi Riau (PIR) ini mempunyai program-program yang telah 

direncanakan dan sebagaian sudah terlaksana. 

Terdapat beberapa program-program pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), 

program-program tersebut antara lain; 

1. Pendidikan 

2. Kesehatan 

3. Sosial dan Budaya 

4. Dan Infrastruktur. 

PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), sudah melaksanakan program-program 

Tanggung jawab sosial perusahaannya. Namun, ada beberapa kegiatan yang belum 

teralisasikan dengan baik.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan fenomena terhadap penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut: 
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1. Terindikasi kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan dan pemantuan dalam 

melaksanakan program-program kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab sosial 

perusahaan  

2. Kurangnya evaluasi dan pengawasan dalam mengawasi tindakan dan kinerja hal ini dapat 

menyebabkan konflik dan manipulasi data. 

Tinjauan Pustaka 

Konsep Administrasi  

 Menurut Hidayat dkk. (2022), secara umum merupakan suatu kegiatan ataupun 

aktivitas bisa juga di katakan menjadi bentuk usaha yang mempunyai keterkaitan pada 

macam-macam pengaturan kebijakan mencapai target terhadap organisasi, administrasi 

mempunyai peran yang sangat krusial untuk segala kegiatan yang ada di perusahaan ataupun 

organisasi. Administrasi memiliki peran sangat penting agar suatu perusahaan bisa tetap 

berdisiri dan lebih berkembang. 

Konsep Organisasi 

Menurut Malawat (2022), menyatakan organisasi adalah setiap bentuk persekutuan 

antara dua orang atau lebih yang bekerja serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian 

suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang atau sekelompok 

orang yang disebut atasan dan seseorang atau kelompok orang yang disebut bawahan. 

Menurut Siagian, (dalam Andry, 2020), Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan 

dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat, dalam rangka 

pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan tersebut terdapat seseorang 

atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang disebut 

bawahan. 

Konsep Manajemen 

Kata Manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata to manage yang berarti 

mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh sebab itu apabila sesuatu organisasi atau 

kelompok orang yang gagal mencapai tujuannya sering disebut mismanagement, artinya salah 

urus, salah kelola atau salah pengaturan. (Krisnandi dkk, 2019). 

Manajemen merupakan bentuk penting bagi kehidupan manusia karena dapat 

mempermudah pekerjaan manusia dengan spesialisasi pekerjaan serta berkembangnya skala 

operasi yang ada di era sekarang ini. Ada alasan utama diperlukan manajemen, yaitu untuk 

mencapai tujuan, untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan, dan untuk mencapai efektif dan efisien. (Firmansyah & Mahardika, 2018). 

Konsep Kebijakan Publik 

Anggra (2014) dalam (Dewi, 2022) mendefinsikan kebijakan publik adalah suatu 

rangkaian keputusan yang saling memiliki hubungan yang diterbitkan oleh badan dan 

pejabat-pejabat pemerintah. Suatu kebijakan memiliki kaitan dengan proses pengambilan 

keputusan yang bertujuan untuk melanjutkan suatu tindakan yang akan dilakukan.  

Anderson (1984) dalam (Igirisa, 2022), mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu 

tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku 
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untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/policy menjadi dua, yakni substantif 

dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah 

sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut 

diselenggarakan.  

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Herman (2019), menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memberikan sumbangsih hasil 

usahanya kepada masyarakat yang berada disekitar perusahaan maupun masyarakat secara 

umum. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki peran masing-masing pemangku 

kepentingan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang terdiri dari 

perusahaan, masyarakat dan pemerintah.  

Menururt Wedayanti (2019), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dapat didefinisikan   

sebagai   tanggung   jawab moral   suatu perusahaan terhadap   para strategic-stakeholdersnya, 

terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya.  Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan memandang perusahaan sebagai agen moral.  Dengan atau tanpa 

aturan   hukum, sebuah perusahaan    harus menjunjung   tinggi moralitas.  Parameter 

keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang Tanggung Jawab Sosial    Perusahaan 

adalah pengedepankan prinsip moral dan etis, yakni menggapai suatu hasil terbaik, tanpa 

merugikan kelompok masyarakat lainnya. 

Konsep Akuntabilitas 

Menurut Endang (2017), Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 

Menurut Krina, (2013) dalam (Edowai et al, 2021), menjelaskan akuntabilitas sebagai 

pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang 

memberi mandat itu. Lebih lanjut Krina juga menyebutkan bahwa akuntabilitas bermakna 

pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada 

berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus 

menciptakan kondisi saling mengawasi (checks and balances system). 

Metode 

Tipe penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif yang bersifat 

mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan 

menunjukkan bukti-buktinya dan menganalisisnya, yang menggambarkan tentang keadaan 

yang sebenarnya. 

Metode penelitian deskriptif ini menjelaskan, menganalisis dan mengklarifikasi serta 

menyelidiki dengan teknik survey, wawancara angket, observasi atau dengan teknik test: 

Studi kasus, studi Komparatif, studi waktu dan gerak, analisi kuantitatif, studi kolaboratif 

atau operasional. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara 

Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan salah satu teknik sampling dengan 

pendekatan non Probability Sampling, yang mana Purposive sampling ini memilih anggota 
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sampel dari populasi ditentukan oleh peneliti semata (subyektif) yang ditunjuk secara 

langsung seperti sampelnya merupakan seseorang/individu maupun kelompok yang 

mengerti bidang tertentu dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan 

penelitian. 

Hasil dan Pembahasan 

 Tanggapan Informan Tentang Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada 

PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng Kecamatan Batang 

Peranap Kabupaten Indragiri Hulu 

Kebijakan dan Prosedur 

Kebijakan dan Prosedur yaitu mengatur tindakan dan keputusan, serta menentukan 

harapan dan standar yang harus dipatuhi. 

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu bapak Rudi 

Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), pada Senin, 

24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengembangan 

dan pemberdayaan masyarakat (PPM) ini dilakukan sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah 

Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau dan 

juga sesuai dengan kebijakan dan prosedur dari Perusahaan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR). 

Dana kegiatan yang diberikan sesuai dengan pendapatan pertahun perusahaan. Jadi, tidak menentu dan 

tidak bisa dipastikan berapa persen dana yang akan dikeluarkan setiap tahunnya”.   

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu masyarakat Desa Pematang 

Benteng, pada Jum’at, 21 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Kebijakan dan Prosedur, untuk 

kebijakan dan prosedur dalam regulasi maupun kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan 

Masyarakat (PPM) kami kurang mengetahui hal tersebut”. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulan bahwa 

Perusahan mengetahui tentang Kebijakan dan Prosedur mengenai kegiatan atau program 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Perusahaan sudah melaksanakan program sesuai 

dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Namun kegiatan atau Program yang Perusahaan 

laksanakan belum berjalan dengan maksimal karena masih banyak kegiatan atau program 

yang tidak terealisasikan dengan baik. 

Pelaporan dan Pemantauan 

 Pelaporan dan Pemantauan yaitu sebagai mekanisme untuk mengumpulkan, 

menganalisis dan melaporkan infomasi tentang tindakan dan kinerja. 

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu bapak Rudi Pratama 

Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), pada Senin, 24 Juni 

2024. Beliau mengatakan bahwa: “Pelaporan dan Pemantauan, Tentu pelaporan ada. Pelaporan ini 

akan berguna bagi kami agar anggaran dana yang kami berikan tidak disalah gunakan oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab. Selain itu laporan hasil kegiatan juga harus diberikan oleh pihak desa agar 

kami mengetahui bahwa benar kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) 
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dilakukan dan nyata hasilnya. Selain itu kami juga melaporkan kegoatan ini kepada Forum Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan, agar dikemudian hari jika ada pertanyaan kami bisa menjawabnya dan 

memiliki laporannya. 

Pemantauan yang kami lakukan tidak setiap hari, mungkin seminggu sekali atau ketika ada hal yang 

mendesar di lapangan saat kegiatan dilakukan”. 

 Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu ibuk Winda Damelia 

Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: 

“Pelaporan dan Pemantauan, pelaporan setiap kegiatan yang perusahaan lakukan tentu mereka 

melaporkannya kepada kami, tetapi jika dilihat dari website Forum CSR Provinsi Riau PT 

Pengembangan Investasi Riau memang benar anggota dari Forum CSR Provinsi Riau. Tetapi, untuk 

kegiatan atau realisasi kegiatan yang mereka lakukan belum ada atau belum melaporkannya kepada 

kami, bisa di lihat dari website tersebut”. 

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulan bahwa 

Perusahaan belum melaporkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mereka kepada 

pihak Forum CSR Provinsi Riau dan tidak adanya Pemantauan terhadap kegiatan yang 

Perusahaan laksanakan. 

Pertanggungjawaban dan Delegasi 

 Perusahaan belum melaporkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mereka 

kepada pihak Forum CSR Provinsi Riau dan tidak adanya Pemantauan terhadap kegiatan 

yang Perusahaan laksanakan. 

 Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu bapak Rudi 

Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), pada Senin, 

24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Pertanggungjawaban dan Delegasi, tanggungjawab yang 

kami berikan selain dalam bentuk biaya kami juga memantau kegiatan yang dijalankan. Untuk 

pendelegasian atau pelimpahan wewenang untuk kegiatan itu saya berikan kepada Kepala Desa 

bagaimana baiknya agar kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar”. 

 Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu ibuk Winda Damelia 

Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: 

“Pertanggungjawaban dan Delegasi, seharusnya memang kegiatan yang mereka lakukan harus 

dipertanggungjawabkan, bentuk tanggungjawab kami hanya sebatas mengingatkan mereka untuk 

melaporkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang PT Pengembangan Investasi 

Riau (PIR) lakukan. Dengan laporan kegiatan yang mereka berikan itu sebagai bukti bahwa mereka 

benar melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.  Pelimpahan wewenang 

untuk saat ini belum ada, tetapi jika Ketua Forum CSR tidak bisa menghadiri suatu kegiatan atau 

berhalangan maka saya sebagai Sekretaris atau Wakil Ketua yang akan mengantikan beliau”. 

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulan bahwa 

perusahaan hanya bertanggungjawab atas kegiatan pada Desa Pematang Benteng saja untuk 

Tanggungjawab mengenai Pelaporan kegiatan kepada Forum CSR Provinsi Riau itu tidak ada. 

Transparansi dan Keterbukaan 
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Transparansi atau Keterbukaan yaitu memastikan akses terhadap informasi relevan 

kepada pihak yang berkepentingan agar dapat memahami tindakan dan keputusan yang 

diambil. 

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu bapak Rudi 

Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), pada Senin, 

24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Transparansi dan Keterbukaan, Kami tidak pernah 

menutupi kegiatan Pengembangan dan Pemeberdayaan Masyarakat (PPM), jika masyarakat ingin 

mengetahui apa saja kegiatannya dan rencana anggaran kegiatannya akan kami berikan, tetapi jika 

rencana anggaran kegiatan tidak sesuai dengan realisasi anggaran kegiatannya diharapkan tidak ada 

pihak yang merasa dirugikan atau membuat masalah”. 

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu ibuk Winda Damelia Sekretaris 

Forum CSR Provinsi Riau, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Transparansi 

dan Keterbukaan, untuk informasi yang masyarakat atau mahasiswa ingin ketahui bisa melalui website 

kami yaitu Forum CSR Provinsi Riau. Disana kalian bisa melihat anggota Forum CSR siapa saja, 

Perusahaan apa saja yang sudah melakukan atau merealisasikan kegiatan mereka disana bisa kalian 

lihat. Namun, jika ingin informasi yang lebih detail kalian bisa bertanya kepada Perusahaan yang 

bersangkutan”. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulan bahwa 

Perusahaan sudah transparan dalam memberikan data mengenai kegiatan Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan asalkan informasi yang mereka berikan tidak disalahgunakan. 

Evaluasi Kinerja 

Evaluasi Kinerja yaitu bentuk proses untuk menilai hasil dan dampak dari tindakan dan 

keputusan yang diambil. 

Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu bapak Rudi 

Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), pada Senin, 

24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Evaluasi Kinerja, Evaluasi yang kita dilakukan seminggu 

sekali atau sebulan sekali. Untuk evaluasi kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat 

(PPM) dilakukan seminggu sekali agar progres dapat terlihat, nanti Kepala Desa akan memberikan 

laporan tentang progres kegiatan dan kami akan melihatnya, jika tidak sesuai dengan prosedur maka 

akan kami atasi atau mencari solusi yang tepat”. 

Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu ibuk Winda Damelia Sekretaris 

Forum CSR Provinsi Riau, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Evaluasi 

Kinerja, evaluasi kinerja untuk saat ini sedang kami tingkatkan, karena Forum ini baru terbentuk dan 

kami masih banyak hal yang harus diperbaiki baik itu dari dalam Forum CSR sendiri maupun bagi 

pelaporan dari Perusahaan, sedang kami tingkatkan atau evaluasi. Hal ini dilakukan agar Forum CSR 

ini bisa lebih merangkul setiap Perusahaan yang ada di Provinsi Riau dan agar masyarakat juga dapat 

mendapatkan dampak yang positif dari Perusahaan”. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulan bahwa 

Forum CSR belum melakukan Evaluasi Kinerja kepada Perusahaan dan Perusahaan hanya 

melakukan evaluasi kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan hasil Laporan 

Pertanggung Jawaban (LPJ) dari Kepala Desa saja. 
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Penghargaan dan Konsekuensi 

 Penghargaan dan Konsekuensi yaitu menghubungkan akuntabilitas dengan insentif 

positif untuk tindakan yang sesuai dan konsekuensi negatif untuk tindakan tidak sesuai. 

 Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu bapak Rudi 

Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), pada Senin, 

24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Penghargaan dan Konsekuensi, setiap hari-hari nasional 

atau hari-hari penting, pasti ada pemberian penghargaan kepada karyawan, mulai dari karyawan 

teladan, karyawan terbaik, dan kategori-kategori lainnya. Penghargaan yang diberikan berbentuk 

piagam dan hadiah yang lainnya. Namun, penghargaan dari Desa atau Forum sampai saat ini belum 

ada”. 

 Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu ibuk Winda Damelia 

Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: 

“Penghargaan dan Konsekuensi, untuk penghargaan sudah kami berikan kepada beberapa perusahaan 

yang sudah melakukan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) seperti penghargaan dari 

Gubernur untuk PT RAPP. Tetapi, untuk PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) belum ada 

pemberian penghargaan. Untuk konsekuensi atau sanksi yang diberikan itu kami tidak bisa 

melakukannya, karena itu tugasnya pemerintahan kami disini hanya sebagai fasilitator atau 

menjembatani antara Pemerintahan dan Perusahan yang berada di Provinsi Riau”. 

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulan bahwa 

perusahaan tidak menerima Penghargaan apapun dan Konsekuensi yang diterima atau sanksi 

yang diberikan oleh Forum CSR kepada Perusahaan belum ada. 

Partisipasi 

 Partisipasi yaitu pihak yang berkepentingan melibatkan pihak-pihak yang 

berkepentingan lainnya, seperti masyarakat, karyawan atau pelanggan dalam proses 

pengambilan keputusan dan pemantauan. 

 Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu bapak Rudi 

Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), pada Senin, 

24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Partisipasi, kami berupaya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan membangun desa agar lebih maju lagi. Partisipasi yang kami berikan 

selain dana juga tenaga, selain itu kami juga ikut mengawasi kegiatan yang desa laksanakan”. 

 Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu ibuk Winda Damelia 

Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: 

“Partisipasi, setiap anggota didalam Forum CSR diwajibkan untuk berpartsipasi dalam kegiatan 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Namun, hal tersebut tergantung bagaimana pihak Perusahaan 

melakukannya. Perusahaan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) memang anggota dari Forum 

CSR, tetapi untuk partisipasinya dalam Forum CSR itu belum terlihat karena Perusahaan ini belum 

melaporkan hasil dari realisasi Kegiatan Mereka Kepada Kami”. 

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulan bahwa PT. 

Pengembanagn Investasi Riau (PIR) sudah melakukan partisipasi tetapi hanya kepada pihak 
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Desa saja, untuk partisipasi didalam Forum CSR itu belum ada dan Forum juga tidak ikut 

dalam partispasi kegiatan yang perusahaan laksanakan. 

Pengawasan Independen 

 Pengawasan Independen yaitu mekanisme independen untuk mengawasi tindakan 

dan kinerja agar terhindar dari potensi konflik kepentingan atau manipulasi. 

 Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu bapak Rudi 

Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), pada Senin, 

24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Pengawasan Independen, kami awasi setiap kegiatan yang 

sedang dijalankan. Kegiatan yang dilakukan oleh Desa kami awasi mereka juga melaporkan kegiatan 

melalui laporan pertanggungjawaban (lpj) kemudian laporan ini akan kami berikan ke pusat dan akan 

kami berikan pula kepada pihak yang berwenang (forum)”. 

 Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu ibuk Winda Damelia 

Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: 

“Pengawasan Independen, untuk pengawasan secara langsung kami tidak melakukannya, karena 

kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ini tergantung bagaimana Perusahaan melakukannya. 

Selain itu, sanksi yang tegas juga tidak ada, hal ini membuat kami kesulitan dalam memberikan sanksi 

kepada Perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan mereka”. 

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulan bahwa 

Pengawan Independen yang dilakukan oleh pihak Forum CSR kepada Perusahaan itu tidak 

ada. Dan Perusahaan melakukan pengawasan hanya saat awal kegiatan dilakukan dan saat 

akhir kegiatan dilakukan. 

Pengendalian Internal 

 Pengendalian Internal yaitu sebagai sistem pengendalian yang dirancang untuk 

melindungi aset, memastikan akurasi laporan dan mencegah penyimpangan. 

 Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu bapak Rudi 

Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), pada Senin, 

24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Pengendalian Internal, selain dari laporan yang Kepala 

Desa berikan saya juga memantau apakah laporan tersebut sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, 

sehingaa dana yang kami berikan tidak dipergunakan sebagaimana semestinya. Hal ini untuk 

menghindari kesalahpahaman dan melindungi nama baik Perusahaan”. 

 Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu ibuk Winda Damelia 

Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: 

“Pengendalian Internal, keakuratan laporan yang perusahaan berikan kepada kami, kami juga tidak bisa 

memastikan apakah itu benaran terjadi seperti itu dilapangan atau tidak. Yang kami tahu bahwa 

Perusahaan sudah melaporkan kegiatannya kepada kami. Tetapi, untuk saat ini Perusahaan PT 

Pengambangan Investasi Riau (PIR) belum memberikan laporan realisasi kegiatannya kepada kami”. 

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulan bahwa 

Forum CSR belum menerima laporan mengenai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

yang Perusahaan lakukan dan untuk keakuratan laporan kegiatan dari Kepala Desa yang 
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diberikan kepada PT Pengembanagan Investasi Riau (PIR) dapat dipertanggungjawabkan 

keakuratannya. 

Pelatihan dan Kesadaran 

 Pelatihan dan Kesadaran yaitu kepada individu atau kelompok tentang tanggung 

jawab mereka dan pentingnya akuntabilitas. 

 Untuk lebih jelasnya peneliti sudah mewawancarai key informan yaitu bapak Rudi 

Pratama Putra, Kepala Tarik Tambang PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), pada Senin, 

24 Juni 2024. Beliau mengatakan bahwa: “Pelatihan dan Kesadaran, untuk karyawan tentu ada 

masa training yang kami berikan secara teori mereka tentu sudah belajar di sekolah atau universitas, 

sedangkan umtuk bagian lapangan akan kami ajarkan bagaimana cara kerjanya. Karyawan harus sadar 

akan tanggungjawab yang kami berikan baik itu kegiatan yang kecil maupun kegiatan yang besar, 

tanggungjawab yang kami berikan tidak boleh di salah gunakan untuk menghindari permasalahan yang 

akan datang dikemudian hari. Hambatan yang signifikan tidak ada, dan jika ada bisa dibicaran baik itu 

di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan”. 

 Kemudian peneliti juga mewawancarai informan yaitu ibuk Winda Damelia 

Sekretaris Forum CSR Provinsi Riau, pada Senin, 29 Juli 2024. Beliau mengatakan bahwa: 

“Pelatihan dan Kesadaran, hal ini tergantung perusahaan masing-masing. Perusahaan harus sadar 

akan tanggungjawabnya akan masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Tugas kami disini hanya 

sebagai penghubung antara Pemerintahan dan Perusahaan. Dan seharusnya Perusahaan harus sadar 

akan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan itu sendiri”. 

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan berdasarkan keterangan yang telah 

diberikan narasumber selaku key informan dan informan maka dapat disimpulan bahwa 

kurangnya Kesadaran Perusahaan akan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang mana 

kegiatan ini sudah ditetapkan pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 

Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 

2020 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha. 

Kesimpulan 

1. Indikator Kebijakan dan Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng 

Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni cukup terlaksana karena 

Perusahaan sudah mengikuti Kebijakan dan Prosedur baik sesuai dengan regulasi 

maupun sesuai dengan aturan Perusahaan itu sendiri. 

2. Indikator Pelaporan dan Pemantauan Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang 

Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni kurang terlaksana 

karena PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) belum memberikan laporan realisasi 

kegiatannya kepada pihak Forum CSR dan Forum CSR belum memantau kegiatan yang 

Perusahaan laksanakan. 

3. Indikator Pertanggungjawaban dan Delegasi Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa 

Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni cukup 
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terlaksana dapat dilihat bahwa Perusahaan sudah bertanggungjawab atas kegiatan yang 

mereka laksanakan dan delelagi sudah dilaksanakan dengan baik. Namun 

Tanggungjawab dalam hal melaporkan kegiatan kepada Forum CSR belum dilakukan. 

4. Indikator Transparansi dan Keterbukaan Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa 

Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni Sudah 

terlaksana karena baik Perusahaan maupun Forum CSR sudah transparan dalam 

memberikan informasi mengenai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). 

5. Indikator Evaluasi Kinerja Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang 

Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni cukup terlaksana 

karena Perusahaan sudah melakukan evaluasi kinerja baik kepada kegiatan yang mereka 

laksanakan maupun kepada karyawan didalam perusahaan. Namun, Forum belum 

melakukan evaluasi kepada Perusahaan. 

6. Indikator Penghargaan dan Konsekuensi Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas 

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa 

Pematang Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni kurang 

terlaksana karena Perusahaan belum menerima penghargaan dari pihak manapun dan 

untuk konsekuensi yang signifikan tidak ada. 

7. Indikator Partisipasi Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang Benteng 

Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni cukup terlaksana karena 

Perusahaan belum melakukan partisipasinya didalam Forum CSR, tetapi partisipasi 

dalam kegiatan yang mereka laksanakan sudah terlaksana. 

8. Indikator Pengawasan Independen Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang 

Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni kurang terlaksana 

karena Forum tidak melakukan pengawasan kepada Perusahaan saat melaksanakan 

kegiatan yang perusahaan laksanakan dan Perusahaan hanya mengawasi kegiatan yang 

Perusahaan laksanakan tidak setiap saat. 

9. Indikator Pengendalian Internal Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang 

Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni kurang terlaksana 

karena Perusahaan belum memberikan laporan realisasi kegiatan kepada Forum CSR, 

sehingga Forum CSR tidak mengetahui kegiatan apa yang Perusahaan laksanakan. 

10. Indikator Pelatihan dan Kesadaran Prosedur dalam penelitian Akuntabilitas Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan Pada PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR) Di Desa Pematang 

Benteng Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Yakni kurang terlaksana 

karena Perusahaan kurang kesadarannya atas akuntabilitas tanggung jawab sosial 
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perusahaannya, Perusahaan tidak mempunyai kesadaran atau inisiatif untuk 

melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. 

11. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab 

dan menerangkan mengenai kinerja dan tindakan dari badan hukum atau pimpinan 

suatu organisasi, kepada pihak yang berwenang menerima keterangan atau 

pertanggungjawaban. 
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